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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka

dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan suatu kerusuhan

terdiri dari beberapa faktor, antara lain : Psikologi narapidana, Ketidakdisiplinan

petugas, Kesalahan prosedur penanganan narapidana, Sarana prasarana yang tidak

memadai, Kelebihan Penghuni (Over capacity), Kurangnya koordinasi antar seksi

di organisasi pemasyarakatan, Kekurangan Personil, Petugas Pemasyarakatan

yang kurang pengetahuan dalam menangani kerusuhan, dan Tata tertib yang

kurang tegas.

Mencegah dan mengatasi suatu kerusuhan dalam Lembaga

Pemasyarakatan harus dipergunakan sistem yang terpadu mulai dari Petugas

Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana agar tidak mengulangi

kerusuhan sampai ke Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang baik dari

Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Penanggulangan kerusuhan dengan :

1. Penanggulangan Non Penal Kerusuhan Secara Vertikal dengan

pembekalan kemampuan Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk

mencegah kerusuhan.
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2. Penanggulangan Non Penal Kerusuhan Secara Horizontal dengan

pembinaan dan pembimbingan narapidana yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Penanggulangan Penal Kerusuhan Secara Vertikal dan Kerusuhan

Secara Horizontal datur dalam tata tertib Lembaga Pemasyarakatan

seperti sterilisasi semua blok bila terjadi kerusuhan, hukuman disiplin

yang melakukan kerusuhan, pencabutan hak-hak tertentu, pemindahan

narapidana, dan sistem peradilan pidana bila melakukan tindak pidana.

B. Saran

Petugas Lembaga Pemasyarakatan agar terus mengasah

kemampuannya dalam menangani narapidana sehingga narapidana tidak sungkan

lagi bercerita kepada walinya sehingga tekanan yang narapidana peroleh di

Lembaga Pemasyarakatan tidak membuatnya stres.

Pembinaan narapidana yang sesuai peraturan yang ada sehingga tidak

terjadi kecemburuan antar narapidana, sehingga narapidana diperlakukan sama

dan sederajat.

Lembaga Pemasyarakatan agar membenahi koordinasi yang ada di

dalam Lembaga itu sendiri, dan pengaturan tata tertib agar diperjelas agar
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memenuhi rasa keadilan sehingga kerusuhan dapat tertangani dengan baik dan

kelak tidak ada lagi kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bagi para pembuat peraturan agar lebih memperhatikan pengaturan

yang mengakomodasi kepentingan yang ada sehingga muncul aturan hukum yang

spesifik mengatur tentang kerusuhan narapidana tersebut karena mengingat

seorang yang disebut narapidana sedang menjalani hukuman hilang

kemerdekaannya.
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